
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON 

NOMOR 2                                                                 TAHUN  2006 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

NOMOR  2  TAHUN  2006 
 

TENTANG 
 

DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat di 
daerah yang bersangkutan, dan berdasarkan 
Pasal 112 biaya kegiatan pemilihan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
dibebankan pada APBD; 

 

 b. bahwa pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Cirebon Tahun 2008 yang 
dilaksanakan secara langsung memerlukan 
biaya sangat besar yang tidak dapat 
dibebankan dalam satu tahun anggaran, 
sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu 
membentuk dana cadangan;  
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf b, perlu 
mengatur Dana Cadangan Pemerintah Kota 
Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kota Cirebon; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu018.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 
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9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4262); 

 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4480), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4494); 

 
http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu022.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03pp08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp06.pdf
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13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4330), berikut 
perubahan-perubahannya; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 

Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2005;  

 
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggung- 
jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan 
yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 6); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 

Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7); 

 
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran  Daerah Kota Cirebon Tahun 
2004 Nomor  2); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 
dan 

WALIKOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 

TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH 
KOTA CIREBON. 

 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Cirebon. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Cirebon.  

4. Walikota adalah Walikota Cirebon. 
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon. 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Cirebon.  

8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi 
kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan 
Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan 
pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan 
Daerah lainnya. 

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. 
Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon, dan / atau pada 
Bank Pemerintah lain yang ditetapkan oleh Walikota.  

10. Pejabat Kas Daerah adalah setiap orang yang ditunjuk dan 
diserahi tugas melaksanakan kegiatan penerimaan dan 
pengeluaran kas di Kas Daerah  dalam rangka pelaksanaan 
APBD di setiap unit kerja. 
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11. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan dari 

APBD tahun berjalan untuk tujuan pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota Cirebon Tahun 2008.  

 

12. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disebut KPUD,  
adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah  Kota Cirebon. 

 

13. Panitia Pengawas, selanjutnya disebut Panwas, adalah 
panitia pengawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
tingkat kota yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan 
pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan 
pemilihan. 

 

14. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Cirebon. 
 

BAB  II 
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 2 
 

(1) Guna membiayai pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2008 yang tidak dapat dianggarkan pada 
tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota 
membentuk dana cadangan. 

 

(2) Pembentukan dana cadangan ini hanya diperuntukan bagi 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD, Panwas 
dan Kepolisian dalam pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota.  

 

(3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari kontribusi tahunan APBD. 

 
 
 
 
 

http://www.bphn.go.id/


